
SALINAN 
 
 
 
 
 

PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 
REPUBLIK INDONESIA 

 
NOMOR 145 TAHUN 2014 

 
TENTANG 

 
PETUNJUK TEKNIS JABATAN FUNGSIONAL PRANATA LABORATORIUM 

PENDIDIKAN DAN ANGKA KREDITNYA 
 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 
 

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA, 

 

Menimbang  :  bahwa dalam rangka pelaksanaan ketentuan Pasal 36 ayat (2) 
huruf a Peraturan Bersama Menteri Pendidikan Nasional dan 
Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 02/V/PB/2010 dan 
Nomor 13 Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Jabatan 
Fungsional Pranata Laboratorium Pendidikan dan Angka 
Kreditnya, perlu menetapkan Peraturan Menteri Pendidikan 
dan Kebudayaan tentang Petunjuk Teknis Jabatan Fungsional 
Pranata Laboratorium Pendidikan dan Angka Kreditnya; 

 

Mengingat :  1. Undang-Undang   Nomor 8  Tahun 1974  tentang  Pokok-
Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 3041), sebagaimana telah diubah 
dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
3890); 

2. Undang-Undang Nomor 20  Tahun 2003  tentang Sistem 
Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4301); 

3. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang 
Pembentukan Organisasi Kementerian Negara sebagaimana 
telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan 
Presiden Nomor 13 Tahun 2014 tentang Perubahan Kelima 
atas Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang 
Pembentukan Organisasi Kementerian Negara; 
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4. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang 
Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta 
Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I 
Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa kali 
diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 14 
Tahun 2014 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan 
Presiden Nomor 24 Tahun 2010 Tentang Kedudukan, 
Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan 
Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian 
Negara; 

5. Keputusan Presiden Nomor 84/P Tahun 2009 tentang 
Kabinet Indonesia Bersatu II sebagaimana telah beberapa 
kali diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 
54/P Tahun 2014; 

6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan 
Reformasi Birokrasi Nomor 03 Tahun 2010 tentang Jabatan 
Fungsional Pranata Laboratorium Pendidikan  dan Angka 
Kreditnya; 

7. Peraturan Bersama Menteri Pendidikan Nasional dan 
Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 02/V/PB/2010 
dan Nomor 13 Tahun 2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan 
Jabatan Fungsional Pranata Laboratorium Pendidikan dan 
Angka Kreditnya 

8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 
Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian 
Pendidikan dan Kebudayaan sebagaimana telah diubah 
dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan 
Nomor 69 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan 
Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2012 
tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan 
dan Kebudayaan; 

 
MEMUTUSKAN: 

 
Menetapkan :  PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 

TENTANG PETUNJUK TEKNIS JABATAN FUNGSIONAL 
PRANATA LABORATORIUM PENDIDIKAN DAN ANGKA 
KREDITNYA. 

 
Pasal 1 

 
(1) Petunjuk Teknis Jabatan Fungsional Pranata Laboratorium Pendidikan 

yang selanjutnya disebut Petunjuk Teknis PLP merupakan pedoman bagi 
Pejabat Fungsional, Tim Penilai Jabatan Fungsional, dan Pejabat 
Struktural yang menangani Jabatan Fungsional Pranata Laboratorium 
Pendidikan. 

(2) Petunjuk Teknis PLP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum 
dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari 
Peraturan Menteri ini. 
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Pasal 2 
 

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 
 
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 
Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia. 
 

Ditetapkan di Jakarta 
pada tanggal 14 Oktober 2014   

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 
REPUBLIK INDONESIA, 

  
 TTD. 

 
MOHAMMAD NUH 
 

Diundangkan di Jakarta 
pada tanggal 17 Oktober 2014 

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA 
REPUBLIK INDONESIA, 
 

TTD. 

AMIR SYAMSUDIN 

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2014 NOMOR 1674 
 

Salinan sesuai dengan aslinya. 
Kepala Biro Hukum dan Organisasi 
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, 

 
 
 
 
Ani Nurdiani Azizah  
NIP 195812011986032001 
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